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Abstrak

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah daerah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya
penerapan inovasi daerah. Inovasi tidak hanya menjadi tren di lingkup pemerintah pusat,
namun inovasi juga perlu dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan
pembangunan negara bermuara ke daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam
meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan inovasi Kota Bekasi dimulai sejak tahun 2017.
Sesuai dengan perundangan, pengelolaan inovasi daerah menjadi tanggung jawab Bidang
Litbang selaku pembina inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Penelitian
dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus abduktif. Penelitian
ini bertujuan untuk mengamati proses perkembangan pengelolaan Inovasi daerah yang
dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi. Periode amatan mulai dari inovasi
daerah diimplementasikan di Kota Bekasi yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022. Analisa data
menggunakan analisis penjodohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga periode perkembangan pengelolaan
inovasi selama kurun waktu enam tahun. Periode ke 1 Tahun 2017 merupakan periode awal
terbentuknya Balitbang. Tahun 2017 Balitbang masih berfokus pada penguatan
kelembagaan secara internal serta proses pendataan dan pelaporan inovasi masih manual.
Periode ke 2 Tahun 2018-2019 merupakan periode implementasi rangkaian program dan
kegiatan inovasi dalam rangka penguatan inovasi daerah bagi organisasi perangkat daerah
untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang inovasi. Periode ke 3 Tahun 2020-
2022 merupakan periode penggabungan kelembagaan Balitbang dan Bapeda menjadi
Bappelitbangda. Pendataan dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK. Rangkaian
tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan
gagasan, replikasi inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi.
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Abstract

The growth and development of a region cannot be separated from the importance of
implementing regional innovation. Innovation is not only a trend in the central government,
but innovation also needs to be developed in the regional government because national
development flows to the regions. Innovation is a powerful tool in increasing regional
competitiveness, accelerating economic growth and improving community welfare. The
management of Bekasi City innovation began in 2017. In accordance with the legislation,
the management of regional innovation is the responsibility of the Research and
Development Division as the innovation supervisor in organizing regional innovation. The
research was conducted using a qualitative method with an abductive case study method.
This study aims to observe the process of development of regional innovation management
carried out by the Research and Development Division of the Bekasi City Government. The
observation period starting from the implementation of regional innovation in Bekasi City
was from 2017 to 2022. Data analysis used pattern matching analysis, explanation creation
and time series analysis. The results of the study showed that there were three periods of
innovation management development over a period of six years. Period 1 in 2017 was the
initial period of the formation of Balitbang. In 2017, Balitbang still focused on strengthening
institutions internally and the process of data collection and reporting of innovation was
still manual. Period 2 of 2018-2019 was the period of implementing a series of innovation
programs and activities in order to strengthen regional innovation for regional apparatus
organizations to improve their capabilities and expertise in the field of innovation. Period 3
of 2020-2022 was the period of merging the institutions of Balitbang and Bapeda into
Bappelitbangda. Data collection and reporting of innovation already use ICT. The series of
stages of development of regional innovation management carried out are exploration of
ideas and concepts, replication of innovation, incubation of innovation, dissemination of
innovation and actualization of innovation.

Keywords: Local Government Innovation; Local Government; Bekasi City

PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah serta meningkatnya daya saing daerah
tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan inovasi daerah (Suparno, 2017). Inovasi

tidak hanya menjadi trend di lingkup pemerintah pusat, namun inovasi juga perlu
dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan pembangunan suatu negara
bermuara ke daerah (Tedjo, 2017). Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada
perkembangan dan kebaruan daerah sehingga inovasi menjadi sangat penting untuk
menggali sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembangunan
daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam meningkatkan daya saing,
mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Matridi dkk., 2021).

22 | Jurnal Administrasi Publik, Vol. XX (1), 2024, 21-50



Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah: Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah
Kota Bekasi Tahun 2017-2022

Menurut Cornell University dkk., (2020) kondisi inovasi pemerintah Indonesia tahun
2020 berada di posisi ke-85 dunia dan dua terbawah di tingkat Asia (gambar 1). Fakta ini

menjelaskan bahwa baru sebagian kecil pemerintah daerah yang melakukan inovasi daerah
di Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari tantangan serta peluang pemerintah daerah untuk
menciptakan lingkungan yang inovatif serta situasi yang kondusif melalui pengembangan
dan pengelolaan inovasi di tingkat daerah sehingga pemerintah daerah dapat saling
memotivasi dan meningkatkan inovasi daerahnya serta memperbaiki kualitas hidup

masyarakatnya (Stroeva dkk., 2014).

Country Rank Global Rank Region
Singapore 8 1
Malaysia 35 8
Viet Nam 42 9
Thailand 43 10
Philippines 54 12
Brunei Darussalam 71 13
Indonesia 85 14
Cambidoa 98 15
Total 129 15

Sumber : Cornell University dkk (2020)
Gambar 1. Perbandingan Indeks Inovasi Indonesia ditingkat Dunia dan Asia

Inovasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan agar keberadaan pemerintah
dapat lebih berarti di mata masyarakat, karena inovasi tidak saja penting untuk
meningkatkan layanan namun juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah (Tahir dan

Harakan, 2017). Dinamika perubahan kebijakan pada pemerintah pusat telah memberi

dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dikeluarkannya perundangan
No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagai upaya menghadapi perubahan
tersebut dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat sasaran, demi mendongkrak daya saing
daerah, di samping itu adanya penguatan kelembagaan turut memberikan peran yang penting
bagi daerah (Mohamad Zaenal Arifin dan Arif Barata Sakti, 2017).

Sejalan dengan agenda Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo, penerapan
inovasi di pemerintahan mendapat perhatian yang begitu serius. Dalam berbagai
kesempatan, Presiden Joko Widodo sering menekankan aparatur di semua level untuk
melakukan terobosan dalam upaya perbaikan kualitas layanan publik secara lebih signifikan

(Abnur, 2017). Baregheh dkk., (2009) mengungkapkan inovasi diakui memainkan peran
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sentral dalam menciptakan nilai dan mempertahankan keunggulan kompetitif maka
organisasi harus berinovasi dan mempromosikan inovasinya.

Seiring perkembangan inovasi yang sedang tumbuh di pemerintah daerah, maka
diterbitkan Undang-Undang No 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, adanya peraturan
perundangan ini semakin menguatkan dukungan pemerintah untuk mendorong terciptanya
inovasi pada pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bekasi merupakan pemerintah daerah
yang berkomitmen dalam pelaksanaan dan pengelolaan inovasi. Ini tercermin dalam visi
Pemerintah Kota Bekasi yaitu cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan serta menjadi sebuah
bagian komitmen dari misi ke-4 Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan dan
mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakal sehat, berakhlak, kreatif dan
inovatif yang juga tercantum dalam RPJMN Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Selain adanya kerangka regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
berpihak kepada inovasi, program-program Kementerian/Lembaga yang semakin
mempromosikan inovasi melalui ajang kompetisi turut serta menjadi bagian untuk
memotivasi pengembangan inovasi daerah, seperti keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi
pada kompetisi tahun 2018 yaitu di ajang penghargaan Indonesia Smart Nation ke-3 Kota
Bekasi mendapat predikat sebagai kota paling siap dalam menerapkan inisiatif kota inovatif
dan pada tahun 2022 Kota Bekasi meraih penghargaan kembali dengan predikat peringkat
ke-4 dengan kota terinovatif Se-Indonesia dalam ajang Innovative Government Award.
Dengan adanya penghargaan tersebut, tentunya akan mendorong budaya kerja inovatif yang
permanen dan berkelanjutan (Nasution dkk., 2021).

Adapun konsep pengelolaan inovasi daerah telah menjadi sebuah kebutuhan bagi
instansi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina inovasi
daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 216 bahwa Badan
Litbang Daerah menjadi perangkat daerah yang mempunyai kemampuan serta kapasitas
dalam pengelolaan inovasi daerah. Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam perundang-
undangan diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah. Melalui inovasi daerah, Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi melakukan
penyelenggaraan inovasi yang dirintis sejak tahun 2017 dan hingga saat ini mengalami
perkembangan yang pesat.

Hadirnya inovasi Pemerintah Kota Bekasi salah satunya di latar belakangi oleh
jumlah penduduk yang makin meningkat. Kota Bekasi menjadi salah satu kota dengan

penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat yakni 2.470.972 jiwa, dengan luas wilayah sekitar
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21.049 ha menjadi sebuah bentuk kepadatan penduduk yang dianggap luar biasa (BPS,
2020). Letak geografis Kota Bekasi yang bersebelahan dengan DKI Jakarta menjadikan
Bekasi sebagai penyangga Ibu Kota serta termasuk salah satu kawasan industri terbesar di
Indonesia sehingga banyak pendatang bermukim di Kota Bekasi, yang menyebabkan tingkat
migrasi dan heterogenitas penduduk Kota Bekasi tinggi (Yufridawati, 2006). Urgensi akan

kehadiran inovasi ini pula yang dibutuhkan kota Bekasi dalam menghadapi fenomena yang
terjadi dewasa ini.

Selaras dengan yang diutarakan oleh Plt. Wali Kota Bekasi pada ajang penghargaan
Innovative Government Award Tahun 2022 pada kanal Youtube BSKDN Kemendagri
tanggal 22 November 2022, diungkapkan bahwa fenomena yang terjadi saat ini adalah warga
Kota Bekasi merupakan warga yang peka akan kebutuhan dan hak akan pelayanan. Banyak
warga Kota Bekasi yang memiliki pekerjaan di DKI Jakarta dan menuntut layanan yang
sama seperti di DKI Jakarta. Adanya kondisi ini, memicu pemerintah Kota Bekasi untuk
meningkatkan layanan publik yang berkualitas melalui penciptaan dan pengelolaan inovasi
yang maksimal.

Dalam peraturan tentang inovasi daerah No 38 Tahun 2017 dijelaskan adanya inovasi
daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta dalam rangka
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Regulasi tersebut dipertegas dengan munculnya Instruksi Wali Kota
Bekasi No: 067/511/Bappelitbangda Litbang tentang Gerakan One Agency One Innovation
bahwa setiap instansi harus memiliki minimal satu inovasi setiap tahunnya. Perkembangan
inovasi Pemerintah Kota Bekasi dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, telah
melahirkan 218 inovasi yang terdapat dalam aplikasi Sidik Jari, selanjutnya oleh Bidang
Litbang Pemerintah Kota Bekasi secara administratif dan normatif ditinjau kembali
didasarkan pengelolaan inovasi dengan cara-cara baru maka disaring menjadi 99 inovasi
unggulan Kota Bekasi dalam rangka mengikuti ajang Innovative Government Award Tahun
2022, yang diharapkan mampu memberikan suatu Reformasi Birokrasi, perubahan perilaku

dan mindset yang dimulai dari aparatur.
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Sumber: Bidang Litbang Kota Bekasi (22/11/2022)
Gambar 2. 99 Inovasi Unggulan Kota Bekasi

Penerapan inovasi dilakukan dalam rangka memberi dampak positif bagi
peningkatan dan kemajuan daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan daya
saing agar dapat mengembangkan dan memajukan daerahnya. Walaupun perkembangan
inovasi di Indonesia secara kuantitas meningkat, namun inovasi yang diciptakan dan
dihasilkan daerah masih dilakukan relatif parsial, piecemeal dan stagnan (Sururi, 2017).
Parsial diartikan bahwa inovasi yang dilaksanakan tidak secara otomatis bisa dikoneksikan
dengan inovasi lainnya. Sedangkan piecemeal (satu per satu) inovasi diindikasikan kurang
memberikan dampak besar dan kolektif sehingga inovasi cenderung berjalan di tempat alias
stagnan (Raja Abumanshur Matridi dkk., 2021).

Implementasi pengelolaan inovasi memang tidak mudah, jika diterapkan di suatu

wilayah. Menurut Utomo (2017) rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi
daerah meliputi eksplorasi ide dan gagasan, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi, replikasi
inovasi dan aktualisasi inovasi. Dalam menerapkan inovasi tidak terlepas dari sumber daya
organisasi, tempat/wilayah dan teknologi informasi komunikasi, sementara dalam tahapan

pengembangan implementasi adanya kerjasama dan koordinasi sangat dibutuhkan (Annisah

2017). Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan perkembangan pengelolaan inovasi
daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi tahun 2017 — 2022.
Berdasarkan identifikasi faktor-faktor tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana
perkembangan pengelolaan inovasi daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
dalam perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang
Pemerintah Kota Bekasi mulai tahun 2017 hingga tahun 2022, dimana telah mengalami
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beberapa perpindahan periodisasi. Pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan pengelolaan inovasi daerah, diharapkan akan membantu dan memudahkan
pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi inovasi daerah agar dapat melakukan
perbaikan dan peningkatan di segala aspek layanan baik internal maupun eksternal sehingga
dapat mewujudkan pembangunan dan inovasi yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Inovasi
Inovasi seringkali dihubungkan dengan hal baru, originil dalam tindakan serta ide-

ide baru dalam suatu kegiatan (Mulgan dan Albury, 2003). Pada sisi lain, suatu program,

kebijakan atau aksi dapat disebut sebagai inovasi tidak hanya membahas tentang ide-ide baru
saja melainkan adanya praktik baru dalam pelaksanaannya, inilah yang membedakan antara
penemuan (invention) dan pembaharuan (innovation). Dalam konteks perubahan perilaku,
inovasi terkait erat dengan lingkungan yang dinamis dan berkembang (Suwarno, 2008).

Inovasi didefinisikan mencakup berbagai jenis, termasuk produk atau layanan baru,
teknologi proses baru, struktur organisasi atau sistem administrasi baru atau program baru

yang berkaitan dengan anggota organisasi (Damanpour dan Schneider, 2006). Inovasi adalah

proses multi tahap di mana organisasi mengubah ide menjadi produk, layanan atau proses
baru/lebih baik, untuk maju bersaing dan sukses di pasar. Dalam definisi terkait teknologi,

fokus utama inovasi sebagai produk terkait dengan teknologi baru (Baregheh dkk., 2009).

Pengelolaan Inovasi
Menurut Utomo (2017) di dalam bukunya yang berjudul inovasi harga mati, bahwa
terdapat rangkaian tahap dalam mengelola inovasi di sektor publik yaitu:

1.  Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi. Fase ini bertujuan untuk menemukan sesuatu
yang baru, sedang kebutuhan dalam pembentukan inovasi harus dapat melihat
kebutuhan apa yang diperlukan supaya dalam penciptaan inovasi sesuai dengan yang
menjadi kebutuhan sehingga inovasi tidak sia-sia.

2. Inkubasi inovasi. Usaha atau inisiatif baru memerlukan uji coba atau piloting sebelum
dijalankan secara keseluruhan. Fase inkubasi ini mencakup pemberian pelatihan dan

program kegiatan lainnya sebagai bagian dari kemampuan inovasi.
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3. Diseminasi inovasi. Saat inisiatif inovasi sudah mulai berjalan, dibutuhkan
komunikasi kepada pihak yang terlibat seperti melalui sosialisasi uji publik. Selain
untuk memperoleh feedback dan enrichment dari pihak luar, diseminasi juga bertujuan
untuk menginspirasi pihak lain untuk melakukan inovasi sesuai dengan ketertarikan
dan lingkup pekerjaannya.

4.  Replikasi/modifikasi inovasi. Dengan telah dilakukannya diseminasi, diharapkan akan
mengungkit kesadaran dan kemauan untuk berinovasi dari pihak-pihak yang belum
berinovasi. Sudah tidak perlu memulai dari tahap menumbuhkan ide/inisiatif untuk
inovasi namun langsung bisa mengadopsi inovasi yang sudah berjalan di tempat lain.

5. Aktualisasi inovasi. Tahap ini adalah pelaksanaan inovasi dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan harus dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap inovasi yang dijalankan.

Inovasi Pemerintah Daerah

Era otonomi daerah telah memberi otoritas kepada Pemda untuk menyelenggarakan
pemerintahannya agar bisa menjadi lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah dapat menerapkan inovasi. Kewenangan
Pemda untuk melakukan inovasi daerah dinyatakan pada Peraturan No. 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah. Dijelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka
sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat
melalui 1) Peningkatan pelayanan publik; 2) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 3)
Peningkatan daya saing daerah. Dalam Peraturan ini disebutkan bentuk inovasi daerah
meliputi 1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah; 2) Inovasi pelayanan publik; 3) Inovasi
daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria inovasi daerah dalam PP No. 38 Tahun 2017 meliputi : 1) mengandung
pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; 2) memberi manfaat bagi daerah dan
masyarakat; 3) tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 5) dapat direplikasi.
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pengelolaan Inovasi Daerah

Alberti dan Bertucci (2006) dalam Rahman dan Tarigan (2020) mengungkapkan

terdapat faktor-faktor dibutuhkan agar inovasi pemerintah dapat berjalan baik dan

berkelanjutan :

1.

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemampuan inovasi aparatur pemerintah akan
berkelanjutan jika difasilitasi akses teknologi, akses yang dimaksud adalah akses
dalam menjangkau sumber pengetahuan dan keahlian.

Budaya Organisasi. Budaya yang menekankan kreativitas dan inovasi, mendorong
tumbuhnya inovasi seperti kerja tim, kebebasan berekspresi, dan penghargaan bagi
yang berinovasi.

Kerjasama. Pengembangan inovasi membutuhkan adanya kerjasama, karena sistem
inovasi bukan pekerjaan individual, dibutuhkan kerjasama yang sejalan dan selaras.
Jejaring Kemitraan. Dalam menciptakan suatu inovasi dibutuhkan jejaring dan
kemitraan yang dijalin diluar institusi. Hal ini mengingat di dalam institusi terbatas

pada beberapa bidang keahlian saja.

United Nations (2015) dalam Andhika (2018) mengungkapkan faktor-faktor penting

dalam inovasi pelayanan publik pemerintah yaitu

1.

Kelembagaan. Lembaga pemerintah bertanggung jawab dan menjadi penghubung

antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat tiga pilar analisis kelembagaan yakni :

a. Regulative systems yang baik akan meningkatkan dan mengawasi kinerja lembaga
secara berkesinambungan dengan berbagai kebijakan sebagai landasan hukum.

b. Normative systems, nilai dan kepatuhan aparatur pelayanan publik dengan
berbagai keputusan dan kebijakan dapat mempermudah capaian tujuan yang
direncanakan.

c. Cultural cognitive systems, budaya inovasi ada pada perilaku dalam diri individu.
Diartikan sebagai sikap, pengalaman, kepercayaan, kebiasaan dan nilai.

Aktor kebijakan. Aktor kebijakan menghasilkan kebijakan dan kesepakatan sumber

daya untuk mengelola inovasi dengan cara inovatif. Aktor kebijakan akan menentukan

produk kebijakan.

Partisipasi Masyarakat. Michels (2012) menyatakan partisipasi masyarakat

meningkatkan dan memperdalam pengambilan keputusan. Tantangan keterlibatan

masyarakat ada pada kemampuan masyarakat.
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Mulgan (2014) mengungkapkan inovasi sektor publik menuju terwujudnya good
public policy governance, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh yaitu :

1.  Kepemimpinan. Diperlukan komitmen yang sangat jelas dari para pemimpin baik
tentang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun aspek kebijakan lainnya, dengan
demikian publik dapat melihat keputusan kepemimpinan menjadi arah dan
meminimalkan risiko.

2.  Keuangan/anggaran. Organisasi dalam melakukan inovasi tidak selalu bergantung
pada aspek keuangan, akan tetapi keuangan yang memadai akan sangat membantu
keberhasilan inovasi.

3. Sumber Daya Manusia. Perpaduan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia
soft skill maupun hard skill sangat penting bagi organisasi sektor publik dalam
melakukan inovasi.

4.  Budaya inovasi. Membangun budaya inovasi diperlukan 4 tahap yaitu menciptakan
inovasi, mengembangkan ide dan melakukan prioritas, proses menjaga dan merawat
ide dan membangun budaya inovasi.

Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah
daerah seperti diungkapkan oleh Yaarozatulo Harefa (2021) adalah 1) Sumber Daya

Manusia; 2) Partisipasi Masyarakat; 3) Kepemimpinan; 4) Infrastruktur; 5) Manajemen

Informasi; 6) Lingkungan bisnis (swasta). Sementara Dema dkk., (2021) mengungkapkan

terdapat faktor yang menentukan keberhasilan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yaitu
1) Kepemimpinan; 2) Kelembagaan; 3) Modernisasi sektor publik; 4) Masyarakat sipil yang
terorganisir; 5) Budaya demokrasi; 6) Tingkat kepercayaan publik; 7) Faktor komunikasi,

koordinasi dan sinergitas.

Proposisi Teoritik
Dalam penelitian ini terdapat proposisi, yang merupakan dugaan sementara terhadap
hal yang menjadi bahan kajian. Adapun proposisi teoritik dalam penelitian ini adalah :
1.  Perkembangan Pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang
Pemerintah Kota Bekasi tahun 2017-2022, dijabarkan dalam kurun waktu per tahun
atau periode terdiri dari eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, inkubasi inovasi,

diseminasi inovasi, replikasi inovasi, dan aktualisasi inovasi.
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2.  Faktor-faktor yang mendekati dan diduga berpengaruh dalam perkembangan
pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota
Bekasi tahun 2017-2022, berawal dari proposisi teoritik penjabaran :

a. United Nations (2015) :
1. Kelembagaan meliputi sistem regulasi dan budaya inovasi
2. Aktor kebijakan meliputi kepemimpinan dan sumber daya manusia
b. Mulgan (2014) yaitu keuangan/anggaran
c. Yaarozatulo Harefa (2021) yaitu infrastruktur
d. Alberti dan Bertucci (2006) dalam Rahman dan Tarigan (2020) yaitu kerjasama

e. Dema dkk., (2021) yaitu faktor komunikasi, koordinasi, sinergitas.

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
kualitatif menggunakan metode studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena untuk
memperoleh berbagai informasi, mengeksplorasi serta mengidentifikasi fenomena yang
terjadi secara sentral sehingga diperoleh informasi mendalam dan menyeluruh dari konteks
alamiah di lapangan. Menurut Yin (2018) metode studi kasus adalah metode empiris yang
menyelidiki fenomena kontemporer (kasus) secara menyeluruh dan mendalam serta dalam
konteks dunia nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks mungkin tidak
terlihat dengan jelas. Hingga memperoleh suatu pemahaman dan gambaran detail tentang
fenomena tersebut secara komprehensif.

Penalaran abduktif digunakan dalam penelitian studi kasus, yakni dengan membawa

proposisi teori ke lapangan untuk diperkaya dengan temuan di lapangan (Dubois dan Gadde,

2002). Pendekatan abduktif yang digagas adalah buah dari pemikiran Peirce (1893)
menjelaskan bahwa abduksi merupakan proses yang sahih untuk merumuskan hipotesis.
Abduksi merupakan salah satu bentuk silogisme yang bertolak dari fakta/kasus. Sehingga
dari fakta tersebut, merumuskan suatu hipotesis untuk menjelaskan kasus sehingga hipotesis

yang disusun tersebut mengandung makna general atau universal.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis pengumpulan data yang digunakan:
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Data Primer, diperolen dengan cara yaitu wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pemilihan sampel secara snowball sampling
yang menekankan pada kedalaman informasi terhadap objek yang diteliti.

Data Sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui
media perantara atau data yang diperoleh sebagai sumber kedua (Sugiyono, 2019).

Data sekunder dapat diperoleh melalui surat, memorandum, pengumuman resmi,
laporan peristiwa, dokumen administrasi, website, youtube dan artikel lain yang

sesuai.

Teknik Analisis Data

Yin (2002) dalam proses analisis data di penelitian studi kasus menjelaskan bentuk-

bentuk analisis dominan yang terdiri dari penjodohan pola, pembuatan eksplanasi, serta

melakukan analisis deret waktu, dengan penjelasan seperti berikut:

1.

Penjodohan Pola, analisis penjodohan pola dilakukan dengan membandingkan pola
yang didasarkan atas temuan empirik pada kasus perkembangan pengelolaan inovasi
daerah beserta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dengan pola yang diperkirakan
pada proposisi teoritik. Apabila kedua pola mempunyai persamaan, maka hasilnya
menguatkan validitas internal pada studi kasus tersebut.

Pembuatan Eksplanasi, dari penjodohan pola tersebut selanjutnya dilakukan analisis
pembuatan eksplanasi, dengan menganalisis kasus perkembangan pengelolaan inovasi
daerah beserta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dengan cara membuat
penjelasan beserta narasi diantaranya membandingkan temuan empirik dengan
proposisi teoritik serta membandingkan dengan kasus lain/kasus sejenis

Analisis Deret Waktu, analisis ini menggunakan deret waktu secara kronologis, yang
mana peristiwa harus selalu terjadi sebelum peristiwa lain. Penelitian ini berupaya

merangkai peristiwa-peristiwa kedalam kronologis tertentu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Bekasi, dipilih karena tiga hal yakni 1) Kota Bekasi

sebagai kota paling siap dalam mengimplementasikan inisiatif kota inovatif menurut

Indonesia Smart Nation Award (ISNA) tahun 2018; 2) Mendapatkan penghargaan juara 1

lomba inovasi daerah dalam ajang IGA tahun 2021 kategori pelayanan terpadu dalam rangka

penanganan pandemi; 3) Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di
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Jawa Barat yaitu 2.470.972 Jiwa (BPS, 2020). Dengan tingginya jumlah penduduk. Kota
Bekasi mampu menjadi salah satu kawasan industri, jasa, infrastruktur sehingga memiliki

daya saing dengan kota besar di sekitarnya.

HASIL DAN DISKUSI
Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah

Inovasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dirintis dan terbentuk pada tahun 2017. Pada
awal terbentuk dikenal dengan nama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
Tahun 2020 terjadi penggabungan kelembagaan dengan Badan Perencanaan Daerah
(Bapeda), sehingga berganti nama menjadi Bappelitbangda. Dalam perkembangan
pengelolaan inovasi daerah Kota Bekasi terkategori dalam 3 periodisasi yaitu Periode Ke 1
Tahun 2017, Periode Ke 2 Tahun 2018-2019, dan Periode Ke 3 Tahun 2020-2022.

Periode Ke 1 Tahun 2017
Pada periode ke 1 tahun 2017 tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah

terdapat tiga rangkaian tahapan yaitu:

1.  Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi.
Periode ke 1 sebagian besar organisasi perangkat daerah belum memiliki kesadaran
dan pemahaman bahwa badan atau dinasnya memiliki sebuah inovasi. Perangkat
daerah menganggap inovasi yang ada dalam organisasinya merupakan sebuah
aktivitas pekerjaan dan pelayanan publik, yang tujuannya memberi solusi di tengah
berbagai permasalahan di masyarakat. Balitbang baru terbentuk sehingga budaya
inovasi belum begitu terlihat.

2. Inkubasi Inovasi
Balitbang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bersurat dan via telepon
kepada perangkat daerah untuk mendata inovasi. Secara organisasi, Balitbang juga
masih berproses dalam penguatan internal, yang mana secara kapasitas kemampuan
SDM belum siap karena masih berproses mempelajari akan tupoksi dan tanggung
jawabnya. Pada periode ini, sudah bermunculan inovasi yang lahir dari perangkat
daerah. Namun inovasi belum menjadi prioritas di dalam organisasi, karena secara
kelembagaan Balitbang belum berkembang dan belum siap dalam memfasilitasi.

pendataan dan pelaporan inovasi masih konvensional.
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Aktualisasi Inovasi

Implementasi inovasi dijalankan di masing-masing perangkat daerah dan juga di
masyarakat, dengan menghasilkan 9 inovasi daerah yaitu inovasi digital dan inovasi
non digital dari 9 organisasi perangkat daerah di Kota Bekasi. Dengan dibentuknya
Balitbang pada tahun 2017, maka di periode ini pula diselenggarakan kegiatan Bekasi
City Summit, yaitu kegiatan inovasi layanan publik di bidang investasi.

Dalam perkembangan pengelolaan inovasi daerah Kota Bekasi periode ke 1 tidak

terlepas dari beberapa ruang lingkup berikut ini :

a.

Kebijakan Inovasi

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Mendagri No 3 Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Untuk mendukung peraturan tersebut, maka tidak
lama berselang diterbitkan Peraturan tentang pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi
Daerah. Pada periode ini juga lahir Perundang-Undangan No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Bentuk Inovasi

Terdapat inovasi yang muncul di perangkat daerah yaitu 9 inovasi dari 8 organisasi
perangkat daerah

Lomba Inovasi

Inovasi pemerintah Kota Bekasi tahun 2017 sudah mengikuti ajang Innovative
Government Award. Pada ajang IGA Kota Bekasi tidak mempersiapkan secara matang
karena Balitbang yang baru terbentuk. Kota Bekasi hanya ikut berpartisipasi dan
memeriahkan kegiatan. Ini dikarenakan belum adanya komitmen yang kuat untuk
mendapatkan apresiasi.

Aktor Kebijakan

Keterlibatan berbagai lintas sektor belum banyak, hanya didukung dengan keterlibatan
beberapa aktor di antaranya tingkat pusat yaitu pusat Litbang inovasi daerah
Kemendagri selaku pembina inovasi di level nasional, tingkat pemerintah daerah yaitu
Balitbang, perangkat daerah kota Bekasi, meliputi badan/dinas yang menciptakan
inovasi di organisasinya masing-masing.

Pada periode ke 1 tahun 2017 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi diantaranya yaitu

1.
2.

Peraturan tentang kebijakan inovasi

Kesiapan lembaga
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3.
4.
5.

Kesiapan SDM
Budaya inovasi

Komitmen di ajang kompetisi

Periode 2 Tahun 2018 — 2019

Terdapat lima rangkaian tahapan pengelolaan inovasi pada periode Ke 2 di

antaranya:

1.

Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi.

Inovasi Kota Bekasi sudah mulai mengalami pengembangan namun belum signifikan.
Dalam proses pendataan dan pelaporan inovasi masih manual dan melakukan
kunjungan langsung ke perangkat daerah. Ketersediaan anggaran telah dialokasikan
sesuai perencanaan.

Replikasi Inovasi.

Balitbang juga rutin melakukan studi banding, Terdapat inovasi yang lahir dari
Disdukcapil vyaitu E-Open, merupakan inovasi yang menyediakan layanan
kependudukan yang diintegrasikan dalam satu aplikasi dan merupakan inovasi
replikasi dari Surabaya.

Inkubasi Inovasi.

Inovasi yang muncul dari perangkat daerah meningkat, namun pendataan inovasi oleh
Balitbang belum terhubung dengan teknologi informasi. Rangkaian program dan
kegiatan inovasi yang dilakukan yaitu inisiasi, penataan administrasi, sosialisasi,
asistensi, desk.

Diseminasi Inovasi.

Sebelum inovasi di launching kepada masyarakat, perangkat daerah wajib memenuhi
kriteria inovasi berdasarkan indikator. Setelah dianggap memenuhi kriteria, maka
melaksanakan forum dengan mengundang berbagai elemen di masyarakat atau biasa
disebut dengan uji publik.

Aktualisasi Inovasi.

Terdapat sebanyak 43 inovasi daerah yang tercipta dengan rincian 11 inovasi dari 9
perangkat daerah di tahun 2018 dan 32 inovasi dari 20 perangkat daerah di tahun 2019.
Dilakukan juga pembinaan kepada perangkat daerah berupa bimbingan teknis dan

monitoring evaluasi.
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Dalam perkembangan pengelolaan inovasi tidak terlepas dari beberapa ruang

lingkup:

a.

Kebijakan inovasi.
Kebijakan pada periode 2, diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 38 Tahun 2017
tentang inovasi daerah. Selanjutnya terbit Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang
pengukuran, penilaian dan pemberian penghargaan atau insentif inovasi daerah.
Bentuk Inovasi.
Inovasi yang lahir pada periode ke 2 tahun 2018-2019 sebanyak 43 inovasi daerah,
dengan semakin meningkat jumlah inovasi yang diciptakan maka menunjukkan
perilaku budaya inovasi sudah semakin melekat pada masing-masing pegawai dan
organisasi perangkat daerah.
Lomba inovasi.
Pemerintah Kota Bekasi mengikutkan inovasi Sistem Jaminan Online IGA tahun
2018, menerima TOP IT Digital Awards Tahun 2019 melalui inovasi pembangunan
Patriot Decision Support System dan Implementation 2019 on City Government milik
dari Diskominfostandi. Kota Bekasi juga mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik dan Kompetisi Inovasi Jawa Barat
Aktor kebijakan.
Adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai aktor dalam pengelolaan inovasi
daerah Kota Bekasi sudah berkembang diantaranya Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendagri, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat, Bappelitbangda dan Bidang
Organisasi Setda Kota Bekasi, Perangkat Daerah Kota Bekasi, Tim Walikota Untuk
Percepatan Penyelenggara Pemerintah Pembangunan (TWUP4).

Pada periode ke 2 tahun 2018-2019 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi diantaranya:

N o g s~ wDd e

Peraturan inovasi daerah
Program dan kegiatan inovasi
Kapasitas aparatur

Anggaran

Budaya inovasi

Pendataan dan pelaporan inovasi

Ajang kompetisi dan apresiasi
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8.

Kerjasama dan koordinasi

Periode Ke 3 Tahun 2020-2022

Pada periode ke 3 tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah sama seperti

periode sebelumnya, sudah terdapat lima rangkaian tahapan sebagai berikut:

1.

Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi

Ide dan gagasan inovasi OPD sudah makin tumbuh dan berkembang serta terus
didorong oleh Litbang untuk tidak hanya menciptakan inovasi namun keberlanjutan
inovasi. Pendataan dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK yaitu berupa
inovasi aplikasi Sidik Jari

Replikasi Inovasi

Periode ini studi banding terus di lakukan untuk melihat perkembangan inovasi daerah
lain. Namun perangkat daerah tidak ada yang mereplikasi inovasi daerah lain.
Inkubasi Inovasi

Rangkaian proses penguatan inovasi seperti sosialisasi, Bimtek, rapat kerja inovasi,
asistensi, dan desk untuk kuantitasnya terus ditingkatkan, yang sebelumnya berjumlah
5 kali, pada tahun 2021 menjadi ada penambahan 7 kali desk.

Diseminasi Inovasi

Adanya pelaksanaan uji publik mengundang stakeholder seperti tokoh masyarakat,
swasta dan pemerintah untuk memperkenalkan inovasi yang telah di buat dengan
menerima masukan dan saran sebelum inovasi di launching kepada masyarakat.
Aktualisasi Inovasi

Terdapat sebanyak 157 inovasi yang dihasilkan perangkat daerah. Alokasi anggaran
yang memadai dengan anggaran sejumlah Rp.450.000.000 sehingga berbagai kegiatan
dapat terlaksana. Periode Ke-3 ini terjadi pergantian Wali Kota, namun kepemimpinan
PIt Walikota tetap menunjukkan performanya yaitu konsisten meneruskan kebijakan
one agency one innovation dan menyelenggarakan kegiatan Bekasi Keren.

Dalam perkembangan pengelolaan inovasi periode 3 tidak terlepas dari beberapa

ruang lingkup berikut ini:

1.

Kebijakan Inovasi
Adanya Perda Kota Bekasi No 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda

Kota Bekasi No 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
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Dalam rangka mensukseskan program one agency one innovation Kota Bekasi
dikeluarkan Instruksi Walikota Bekasi No: 067/511/Bappelitbangda Litbang yang
mana setiap perangkat daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap
tahunnya.

Bentuk Inovasi

Inovasi mengalami jumlah peningkatan yang tinggi dan sudah sangat berkembang,
yang mana tahun 2020 tercipta inovasi sebanyak 54 inovasi dari 26 perangkat daerah,
selanjutnya tahun 2021 tercipta inovasi sebanyak 48 inovasi dari 28 perangkat daerah
dan tahun 2022 tercipta 55 inovasi dari 28 perangkat daerah.

Lomba Inovasi

Wali Kota Bekasi mengeluarkan Instruksi No: 067/511/Bappelitbangda Litbang
tentang Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi melalui penyelenggaraan Bekasi
Innovation Week. Kota Bekasi meraih 10 besar kota terinovatif dari dan mendapatkan
Piala Innovative Government Award serta mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik dan Kompetisi Inovasi Jawa Barat.

Aktor Kebijakan

Adanya kerjasama dan koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan
inovasi Kota Bekasi, perkembangan aktor kebijakan hampir sebagian besar sama
dengan periode ke 2 sebelumnya yaitu Badan Litbang Kemendagri, Peneliti ahli
madya BP2D Provinsi Jawa Barat, Bidang Litbang Kota Bekasi, Bagian Organisasi
Sub Bagian Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Perangkat Daerah Kota
Bekasi, Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggara Pemerintah dan
Pembangunan, Akademisi dari Universitas 45 Bekasi dan Pusat Pengembangan
Kawasan Strategis dan Sistem Inovasi BPPT atau BRIN.

Pada periode ke 3 tahun 2020-2022 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi diantaranya

N o g s~ wDd e

Peraturan perundangan
Kepala daerah
Kelembagaan
Penggunaan TIK
Anggaran

Jumlah inovasi

Kerjasama dan koordinasi
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8.

Penghargaan

Kajian Lintas Periode Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah

1.

Perpindahan Periode Ke 1 Menuju Periode Ke 2

Perkembangan pengelolaan inovasi mengalami perpindahan dari periode ke 1 menuju
periode ke 2 yang didasarkan beberapa faktor yaitu peraturan perundangan, kesiapan
lembaga, kapasitas pegawai, budaya inovasi, dan komitmen di ajang kompetisi.
Perpindahan Periode Ke 2 Menuju Periode Ke 3

Perkembangan pengelolaan inovasi mengalami perpindahan dari periode ke 2 menuju
periode ke 3 yang didasarkan atas beberapa faktor yaitu kelembagaan, pelaporan dan
pendataan inovasi, peraturan inovasi, program dan kegiatan inovasi, anggaran,

kerjasama dan koordinasi, penghargaan.

Perbandingan Proposisi Teoritik terhadap Hasil Temuan Lapangan

1.

Perbandingan Tahapan Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah Antar Periode
Perkembangan pengelolaan inovasi Kota Bekasi tahun 2017 - 2022 berdasarkan hasil
empirik terdapat urutan yaitu eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, replikasi inovasi,
inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi. Adapun urutan rangkaian
pengelolaan inovasi daerah berdasarkan proposisi teoritik sedikit berbeda,

Tabel 1.

Komparasi Hasil Empirik Dengan Proposisi Teoritik Perkembangan
Pengelolaan Inovasi Daerah Antar Periode

Hasil Empirik Perkembangan Proposisi Teoritik Perkembangan
Pengelolaan Inovasi Daerah Pengelolaan Inovasi Daerah
Eksplorasi ide dan gagasan Eksplorasi ide dan gagasan
Replikasi inovasi ~___—" Inkubasi inovasi
Inkubasi inovasi ___—» Diseminasi inovasi
Diseminasi inovasi Replikasi inovasi
Aktualisasi inovasi T Aktualisasi inovasi

Sumber : Analisis Peneliti (2023)
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2. Perbandingan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pengelolaan Inovasi

Daerah Kota Bekasi Antar Periode

Berdasarkan hasil analisis perpindahan periode 1 menuju periode 2 dan perpindahan
periode 2 menuju periode 3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan
pengelolaan inovasi Kota Bekasi antar keseluruhan periode yaitu peraturan perundangan,
kelembagaan, kapasitas SDM, Anggaran, Penggunaan TIK, Budaya inovasi, Kerjasama dan
Koordinasi, Penghargaan. Apabila membandingkan temuan empirik dengan proposisi
teoritik terdapat beberapa faktor yang berbeda.

Tabel 2.
Komparasi Hasil Empirik Dengan Proposisi Teoritik Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses
Pengelolaan Inovasi Daerah Antar Periode

Hasil Empirik Proposisi Teoritik
Kelembagaan Kelembagaan
Peraturan Perundangan Sistem regulasi
Budaya Inovasi Budaya inovasi
- Kepemimpinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia
Anggaran Anggaran
Penggunaan TIK Infrastruktur
Kerjasama Kerjasama
Koordinasi Koordinasi
Penghargaan -

Sumber : Analisis Peneliti 2023

Berdasarkan komparasi hasil empirik dan proposisi teoritik di atas, dalam penelitian
ini memunculkan dua hal vyaitu pertama, pada proposisi teoritik terdapat faktor
kepemimpinan sedangkan pada hasil empirik tidak di temukan faktor kepemimpinan. Kedua
terdapat faktor baru yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang
dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022, yang mana

faktor diluar proposisi teoritik tersebut adalah faktor penghargaan

PENUTUP
Perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang

Pemerintah Kota Bekasi tahun 2017-2022 terjadi dalam 3 periodisasi :

1.  Periode Ke 1 Tahun 2017 adalah awal berdirinya Balitbang. Secara kelembagaan
karena baru terbentuk, Balitbang dalam proses penguatan kelembagaan secara internal
mencakup proses adaptasi, pembelajaran dan penyesuaian dengan tupoksi dan
lingkungan kerja. Rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang

dilakukan adalah eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi, inkubasi inovasi dan
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aktualisasi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode ke 1 yaitu peraturan
tentang kebijakan inovasi, kesiapan lembaga, kesiapan SDM, budaya inovasi, dan
komitmen di ajang kompetisi.

2. Periode Ke 2 Tahun 2018-2019, mulai dilakukan implementasi program dan kegiatan
inovasi dalam rangka penguatan inovasi seperti inisiasi, penataan administrasi,
sosialisasi, asistensi, desk serta pelatihan dan bimbingan teknis. Tahapan
perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan
kebutuhan inovasi, replikasi inovasi. inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan
aktualisasi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode ke 2 yaitu peraturan
inovasi daerah, program dan kegiatan inovasi, kapasitas aparatur, anggaran, budaya
inovasi, pendataan pelaporan inovasi, ajang kompetisi dan penghargaan, kerjasama
dan koordinasi.

3. Periode Ke 3 Tahun 2020-2022, merupakan periode di mana terjadi penggabungan
kelembagaan yaitu Balitbang dan Bapeda dilebur menjadi Bappelitbagda. Pendataan
dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK melalui aplikasi sidik jari. Tahapan
perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan
kebutuhan inovasi, replikasi inovasi. inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan
aktualisasi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan perundangan,
kepala daerah, kelembagaan, penggunaan TIK, anggaran, jumlah inovasi, kerjasama
dan koordinasi, penghargaan.

4.  Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah
lintas periode diantaranya faktor yang mempengaruhi pada periode 1 ke periode 2
yakni peraturan perundangan, kesiapan lembaga, kapasitas pegawai, budaya inovasi,
komitmen di ajang kompetisi. Kemudian faktor yang mempengaruhi pada periode 2
ke periode 3 yakni kelembagaan, pelaporan dan pendataan inovasi, peraturan inovasi,
program dan kegiatan inovasi, anggaran, kerjasama dan koordinasi, penghargaan.

Modifikasi Teoritik

Dari hasil penelitian perkembangan pengelolaan inovasi daerah Pemerintah Kota
Bekasi di temukan adanya modifikasi dan teori baru yaitu :
1. Pada rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah Kota Bekasi

terdapat modifikasi dalam urutan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang
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terdiri dari eksplorasi ide dan gagasan, replikasi inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi
inovasi dan aktualisasi inovasi.

Pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan inovasi daerah
yaitu peraturan perundangan, kelembagaan, kapasitas SDM, anggaran, penggunaan
TIK, budaya inovasi, dan penghargaan yang merupakan teori baru.

Terdapat modifikasi teori baru yang muncul dari faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan pengelolaan inovasi daerah yaitu faktor penghargaan. Munculnya
faktor penghargaan dikarenakan adanya penghargaan memberikan motivasi untuk

menciptakan inovasi.

Implikasi Kebijakan

Dari hasil pembahasan proses pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan oleh

Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi diatas, terdapat beberapa saran untuk rekomendasi

pengembangan inovasi daerah di masa mendatang yaitu :

1.

Perlunya merencanakan untuk menambah kegiatan ajang penghargaan atau apresiasi
tidak hanya penyelenggaraan ajang Bekasi Innovation Week yang diselenggarakan
setahun sekali. Namun ajang penghargaan lain, yang kedepannya dapat memberikan
apresiasi lebih luas lagi kepada pegawai maupun perangkat daerah.

Dalam perjalanan inovasi daerah selama enam tahun, perlunya mengembangkan
manajemen inovasi daerah, tidak hanya sebatas mengelola inovasi, namun juga
melakukan upaya sistematis dalam merencanakan, menganalisis, memonitor,
mengorganisir kegiatan inovasi daerah sehingga Kota Bekasi dapat meningkatkan
daya saingnya secara terukur di publik dan dapat mempertahankan keberlanjutan
inovasi.

Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi (marketing) untuk menarik investor
untuk dapat bermitra ataupun melalui program corporate social responsibility untuk
mengembangkan inovasi daerah. pemerintah perlu mengawalinya dengan pembuatan
rencana kemitraan yang memungkinkan pihak luar dapat mengambil peran dan
berbagi sumber daya untuk kemajuan inovasi daerah.

Dalam penggunaan TIK, pengembangan sebuah inovasi cerdas yang dapat
mengintegrasikan berbagai inovasi layanan sektor publik berbasis digital dalam satu
layanan aplikasi sangat dibutuhkan, sehingga memudahkan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan layanan publik.
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5.

Dalam pengembangan inovasi terkait adanya kolaborasi dan kerjasama baik di internal
pemerintah Kota Bekasi maupun dengan pihak luar, pembagian peran dan tanggung
jawab sumber daya manusia dapat tergambar jelas, akan tugas dan fungsinya masing-
masing agar inovasi dapat berjalan optimal.

Layanan aplikasi sidik jari yang memuat indikator indeks inovasi daerah serta
informasi inovasi, dapat juga diakses secara luas oleh masyarakat sehingga masyarakat
dapat teredukasi dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan inovasi.

Perlunya dibuat knowledge management system bagi SDM pemerintah daerah,
sehingga semakin menunjang kemampuan dan keahlian dalam bekerja serta

menguatkan budaya untuk terus belajar, berkreativitas dan berinovasi.
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